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Abstrak
 

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, akta tersebut

dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

kepada pemegang hak baru. Guna memberikan kepastian hukum, sebelum pembuatan AJB, salah satu

kewajiban PPAT adalah pemeriksaan kesamaan data yang ada pada sertipikat dengan yang ada pada kantor

pertanahan. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggung jawaban PPAT atas

AJB No. 250/2012 dan AJB No. 251/2012 yang cacat hukum, dan Apakah Putusan No. 451/PDT/2015/PT.

BDG juncto Putusan No. 381/PDT.G/2014/PN.BDG sudah tepat menurut ketentuan pertanahan yang

berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jika PPAT melanggar kewajiban pemeriksaan kesesuain sertipikat

dengan data yang ada pada kantor pertanahan, maka PPAT dapat diberikan teguran tertulis ataupun

peringatan tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan. PPAT bertanggung jawab secara perdata, serta moril, dan

secara pidana jika terbukti melakukan pelanggaran baik karena sengaja maupun kelalaian. Putusan No.

451/PDT/2015/PT. BDG juncto Putusan No. 381/PDT.G/2014/PN.BDG PPAT kurang tepat menurut

ketentuan pertanan di Indonesia, seharusnya PPAT dapat dimintakan ganti kerugian bukan karena PPAT

sebagai pihak dari akta, tetapi atas perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya yang dilakukan PPAT

yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

......Transitional land rights must be evidenced by a deed of sale and purchase made before PPAT, such deed

used as the basis registration the transfer of rights over land that aims to give legal certainty to the new

rights holder. In order to provide legal certainty, prior to manufacture deed of sale and purchase, one of the

PPAT obligations is the examination of similarity existing data on the existing certificate with the land

office. The main problem in this thesis is how is accountability of PPAT on AJB No. 250 2012 and AJB No.

251 2012 legally flawed, and do Verdict 451 PDT 2015 PT. BDG jo with Decision No. 381 PDT.G 2014

PN.BDG own right under the terms of the applicable land in Indonesia. This study is a normative juridical

using secondary data. The analysis showed that if PPAT violate obligations suitability examination

certificate with the data that existed at the land office, then PPAT can be given a written warning by the

Head of the Land Office. PPAT responsible civilly and morally and criminally if proved to have violated

either intentionally or due to negligence. Decision No. 451 PDT 2015 PT. BDG jo Decision No. 381 PDT.G

2014 PN.BDG PPAT are less appropriate according to the land law in Indonesia,PPAT should not be

requested compensation for PPAT as part of the deed, but on an unlawful act committed due to negligence
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PPAT that cause losses for others.


